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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Ijarah  

1. Pengertian Sewa-Menyewa/Ijarah 

Dalam bahasa, istilah ijarah berasal dari kata "al-ajru" yang 

berarti "al-iwadu" (pengganti). Oleh karena itu, "ath-thawab" atau 

(pahala) juga disebut ajru (upah).20 Ijarah atau sewa-menyewa dalam 

transaksi jual beli dalam agama Islam dapat dianggap sebagai bentuk 

upah yang diberikan. Secara garis besar, ijarah adalah sebuah 

kesepakatan mengenai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. 

Walaupun secara umum diartikan sama dengan jual beli, namun 

sebenarnya ada perbedaan penting di dalamnya. Dalam jual beli, 

objek transaksinya berupa benda, sedangkan dalam ijarah atau sewa-

menyewa, objeknya terletak pada manfaat yang didapat dari barang 

tersebut.21 

Sewa menyewa secara umum merujuk pada perjanjian antara 

pemilik barang sewa dan penyewa untuk memperoleh imbalan dari 

objek yang disewakan. Dalam kesepakatan ini, kedua pihak setuju 

untuk memberikan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan, 

dengan memperhatikan biaya sewa yang telah ditentukan dan 

menetapkan batasan serta jumlah sesuai dengan kesepakatan yang 

 
20 Mahmudatus Sa'diyah, Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik), (Jepara: Unisnu Press, 2019), 

71. 
21 Maulida Salamah, Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah, Journal of Economics 

Business Ethic and Science Histories, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2023), 43. 
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telah disusun sebelumnya. 

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Ijarah, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian 

yang melibatkan perpindahan manfaat dari suatu barang untuk 

periode tertentu dengan imbalan, tanpa terjadi pemindahan 

kepemilikan.22 Dalam perjanjian ijarah, kepemilikan barang yang 

disewakan tidak berpindah; yang terjadi hanyalah transfer hak guna 

atau hak pakai dari pihak yang menyewakan kepada penyewa. 

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa/Ijarah 

Para ulama menyepakati bahwa sewa-menyewa merupakan 

suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam fiqih, terdapat 

landasan hukum yang mendasari praktik sewa-menyewa, yaitu Al-

Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. 

a. Al-Qur’an  

Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 

َّۗ وَاِنْ 
تُمْ مِ نْ وُّجْدكُِمْ وَلََ تُضَاۤرُّوْهُنَّ لتُِضَيِ قُوْا عَليَْهِنَّ اسَْكِنُ وْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ

َّۚ فاَِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ  
كُنَّ اوُلٰتِ حََْلٍ فاَنَْفِقُوْا عَليَْهِنَّ حَتّٰ  يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ

نَكُمْ بِعَْرُوْفٍَّۚ وَاِنْ تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُُْضِعُ لهَُ  َّۚ وَأْتََرُِوْا بَ ي ْ
( ٦) اخُْرٰىَّۗ فاَٰتُ وْهُنَّ اجُُوْرَهُنَّ  

Artinya:  “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) 

 
22 Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, 

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, (Januari, 2023), 285. 
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di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu 

maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu sama-sama menemui keslitan (dalam hal 

penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya”. (Q.S Ath-Thalaq 65:6).23 

  Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 

تُمْ وَاِنْ ارََدْتُُّْ انَْ  تَسْتَُْضِعُوْْٓا اوَْلََدكَُمْ فَلََ جُناَحَ عَليَْكُمْ اذَِا سَلَّمْتُمْ مَّآْ اتَٰ ي ْ

َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِيْر  َ وَاعْلَمُوْْٓا انََّ اللّٰ  ( ٣٣٢)بِِلْمَعْرُوْفَِّۗ وَات َّقُوا اللّٰ   

Artinya : “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu 

(kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah 2:233).24 

 

 
23 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemah, 

Jakarta, 2019, 824. 
24 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemah, 

Jakarta, 2019, 50. 
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Firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 77 

حَتّٰ ْٓ اذَِآْ اتََ يآَْ اهَْلَ قَ رْيةَِ اسْتَطْعَمَآْ اهَْلَهَا فاَبََ وْا انَْ يُّضَيِ فُوْهُُاَ فَ وَجَدَا  فاَنْطلََقَاَّۗ

هَاجِدَاراً يُّريِْدُ انَْ ي َّن ْقَضَّ فاَقَاَمَهَّۗ قاَلَ لَوْشِئْتَ لتََّخَذْتَ عَليَْهِ اجَْراً ( ٧٧)فيِ ْ  

Artinya : “Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika 

keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua 

meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau 

menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding 

(rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia 

menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya 

engkau dapat meminta imbalan untuk itu”. (Q.S Al-Kahfi 18: 

77).25 

b. Hadist Nabi  

Dasar sunnahnya dapat ditemukan dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, di 

mana Nabi Muhammad SAW menyatakan: "Lakukanlah bekam, 

dan berikanlah imbalan kepada tukang bekam tersebut."26 Selain 

itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-

Nasa'i dari Abi Waqqash ra, yang menyatakan: "Dahulu kami 

menyewa tanah dengan cara membayar sesuai dengan hasil 

tanaman. Namun, Rasulullah melarang praktik itu dan 

 
25 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemah, 

Jakarta, 2019, 423. 
26 Rohmansyah,  Ibadah dan Mu'amalah, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 193. 
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memerintahkan kami untuk membayar dengan uang emas atau 

perak." Hadis ini sangat relevan dengan praktik sewa menyewa 

atau ijarah yang berlaku saat ini, di mana ada kewajiban untuk 

membayar sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah 

ditetapkan. Selain itu, terdapat juga hadis dari Ibnu Aisyah ra, 

yang menyebutkan bahwa "Nabi saw bersama Abu Bakar 

menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani al-Dail dan 

Bani 'Abdu bin 'Adi." (HR Bukhari). Para ulama sepakat bahwa 

praktik sewa menyewa atau memberikan imbalan kepada pekerja 

(ijarah) diperbolehkan dalam Islam, asalkan sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam.27 

c. Ijma  

Dasar hukum ijarah berdasarkan ijma' adalah kesepakatan 

seluruh umat tanpa ada satu pun ulama yang menentangnya. 

Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara 

mereka, hal tersebut tidak dianggap signifikan. Pada zaman 

sahabat, umat Islam telah sepakat bahwa ijarah diperbolehkan 

karena memberikan manfaat bagi manusia. Ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa manusia memiliki keterbatasan dan saling 

membutuhkan satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan.28 

Perlu diketahui tujuan dari ditetapkannya ijarah yaitu untuk 

 
27 Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer, (Lamongan: Academia 

Publication, 2021), 174. 
28 M. Sulaeman Jajuli, Abd Misno, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, (Serang: 

A-Empat, 2024), 144. 
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memberikan suatu kemudahan dalam kehidupan bersosial. 

Seseorang mungkin memiliki uang akan tetapi tidak dapat 

bekerja, sementara orang lain memiliki tenaga akan tetapi 

membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah, kedua belah pihak 

dapat saling memperoleh manfaat dan keuntungan. 

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa/Ijarah 

a. Rukun 

Salah satu mazhab, yaitu mazhab Hanbali, berpendapat 

bahwa rukun ijarah terdiri dari satu elemen, yaitu ijab (pernyataan 

untuk menyewakan) dan qabul (persetujuan antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam transaksi sewa). Di sisi lain, Jumhur Ulama 

memiliki pandangan yang berbeda dari Imam Hanafi, di mana 

mereka mengidentifikasi empat rukun ijarah yang perlu 

diperhatikan. Berikut adalah rincian keempat tersebut:29 

1) Muta’aqidan, dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses sewa menyewa, yaitu penyewa dan pihak yang 

menyewakan, harus memenuhi beberapa syarat. Mereka harus 

merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk 

menjalankan akad, berakal sehat, dan bukan orang yang 

dilarang untuk mengelola aset (mahjur). Proses akad juga 

harus dilakukan berdasarkan keinginan masing-masing pihak, 

tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kedua belah pihak 

 
29 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Rawamangun: Prenada Media 

Group, 2019), 117. 



 

 

26 

 

haruslah sudah beranjak dewasa dan tidak berada di bawah 

paksaan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Akad harus 

dilakukan oleh individu dewasa dengan pertimbangan yang 

logis, karena mereka dianggap mampu melaksanakan akad 

dengan baik. Selain itu, syarat mengenai ketiadaan paksaan 

dalam akad bertujuan untuk mencegah terjadinya 

ketidakpuasan antara kedua belah pihak dan menghindari 

potensi masalah lainnya. Jika salah satu pihak terpaksa untuk 

menyewakan barang yang dimaksud, maka perjanjian sewa 

tersebut akan dianggap tidak sah. 

2) Shighat atau Ijab qabul merujuk pada kesepakatan antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad. Dalam 

praktiknya, ijab dan qabul dapat disampaikan dengan kalimat-

kalimat yang umum digunakan sesuai dengan tradisi 

setempat. Tidak ada kalimat khusus yang wajib digunakan, 

yang terpenting adalah adanya persetujuan dari kedua belah 

pihak. Umumnya, dalam perjanjian sewa menyewa, ijab dan 

qabul mencakup berbagai ungkapan atau pernyataan yang 

menunjukkan adanya kesepakatan antara penyewa dan pihak 

yang menyewakan. 

3) manfaat penyewaan (ma’qud alaih) yakni terdapat manfaat 

yang terkandung dalam penyewaan atau yang dikenal dengan 

istilah ma’qud alaih. Barang atau objek yang dijadikan 
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sebagai objek sewa harus memiliki nilai manfaat yang nyata 

dan relevan, serta dapat memberikan kompensasi berupa 

pembayaran sewa sebagai imbalan atas penggunaan dan 

pemanfaatan objek tersebut. Agar penyewaan ini dianggap 

sah dan valid, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi 

terkait dengan adanya manfaat dari objek penyewaan. 

Beberapa syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:30 

a) Objek yang disewakan perlu didefinisikan secara jelas dan 

memiliki nilai yang terukur untuk mencegah 

kemungkinan perselisihan di masa mendatang. Oleh 

karena itu, barang yang dijadikan sebagai objek sewa 

tidak hanya harus bermanfaat, tetapi juga harus memenuhi 

standar kualitas yang baik. Penting untuk memastikan 

bahwa kedua belah pihak memahami spesifikasi dan 

kondisi barang sewa secara rinci, sehingga dapat 

menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan 

dan meminimalkan risiko konflik di kemudian hari. 

Pengaturan ini tidak hanya melindungi hak dan 

kepentingan penyewa, tetapi juga memberikan kepastian 

bagi pemilik barang. 

b) Barang yang disewakan haruslah memiliki manfaat yang 

diperbolehkan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini 

 
30 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Rawamangun: Prenada Media 

Group, 2019), 117. 
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penting, karena jika barang yang disewakan memiliki 

kemanfaatan yang dilarang oleh norma-norma agama, 

maka transaksi sewa tersebut dianggap tidak sah dan harus 

dihindari. Sebagai ilustrasi, sebuah rumah yang 

disewakan untuk digunakan sebagai tempat prostitusi 

jelas melanggar ajaran agama dan akan dianggap tidak 

valid. Dalam konteks ini, pemilik dan penyewa perlu 

memperhatikan aspek-aspek moral dan etika dalam 

memilih objek sewa, agar tidak terjebak dalam praktik-

praktik yang diharamkan. Transaksi sewa haruslah 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang, sehingga 

tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga 

selaras dengan nilai-nilai spiritual yang dianut. 

4) Adanya upah atau imbalan sewa (ujrah). Salah satu aspek 

penting dalam proses sewa-menyewa adalah adanya imbalan 

sewa atau yang sering disebut dengan istilah ujrah. Dalam hal 

ini, pemberian imbalan sewa harus memenuhi beberapa syarat 

yang diperlukan agar transaksi sewa tersebut sah dan 

mengikat. Salah satu syarat utama yang perlu diperhatikan 

adalah bahwa imbalan sewa harus ditentukan dengan sangat 

jelas dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat 

memahami nilai dari imbalan sewa tersebut. Dengan 

demikian, penunaian pembayaran sewa dapat dilakukan 
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dengan cara yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. 

Selanjutnya, penting juga untuk diingat bahwa pembayaran 

uang sewa sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan 

penyerahan objek sewa, agar seluruh proses dapat 

berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati. 

b. Syarat 

Sedangkan Syarat dapat diartikan sebagai tuntutan atau 

ketetapan yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu tindakan 

atau ibadah yang bersifat wajib untuk dipenuhi. Jika pada suatu 

alur pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka tindakan atau ibadah yang 

dilakukan berpotensi besar untuk dianggap tidak sah menurut 

hukum yang berlaku. Selain menetapkan rukun ijarah, para ulama 

juga telah menguraikan beberapa syarat yang harus dipenuhi 

dalam ijarah, diantaranya adalah: 

1) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini, yaitu Mu’jir dan 

Musta’jir, wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

menyatakan bahwa keduanya haruslah telah mencapai usia 

baligh, yang berarti telah dewasa secara biologis dan sosial. 

Selain itu, mereka juga harus memiliki akal yang sehat, yang 

menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami gangguan 

mental atau gila yang dapat mempengaruhi kemampuan 
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mereka dalam membuat keputusan. Di samping itu, penting 

bagi mereka untuk memiliki kemampuan dan kecakapan 

dalam melaksanakan tasharruf, yaitu dalam mengatur dan 

mengelola harta secara bijak. Selain itu, kedua belah pihak 

harus saling memberikan kerelaan dan persetujuan, sehingga 

tercipta kesepakatan yang harmonis dan saling 

menguntungkan dalam segala hal yang berkaitan dengan 

perjanjian tersebut.31 

2) Barang yang disewakan dapat diberikan pada pihak penyewa. 

3) Keberadaan manfaat dari barang sewaan adalah sebuah hal 

yang diperbolehkan menurut hukum syara' bukan sesuatu 

yang dilarang atau diharamkan. 

4) Seorang mu’jir adalah pemilik resmi dari barang yang akan 

disewakan, atau bisa juga menjadi wali yang mendapatkan 

wewenang melalui wasiat untuk bertindak sebagai wakil. 

Barang yang disewakan seharusnya merupakan barang yang 

mempunyai manfaat dan keperluan. 

5) Barang yang akan disewakan seharusnya memiliki sifat yang 

bersifat permanen dalam hal wujudnya hingga tenggat waktu 

yang telah disepakati dalam perjanjian dan harus ada 

kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan 

 
31 Bayu Alfiki, Aripin Marpaung, Mengambil Ijarah Berupa Upah dari Pelaksanaan Mengajarkan 

Al-Qur’an Menurut Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hambal (Studi Kasus Masjid Agung 

Rantauprapat),  Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol. 7 No. 2, (Desember, 2022), 368. 
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disewakan dan harga sewa atas barang tersebut.32 

c. Rukun dan Syarat Berdasarkan DSN-MUI 

Akad ijarah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 

09/DSN/MUI/IV/2000, menetapkan beberapa rukun dan syarat, 

yaitu:33 

1) Adanya sighat, berupa ijab dan qobul dalam kontrak sewa-

menyewa, yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang terlibat 

dalam akad, baik melalui tulisan maupun cara lain.   

2) Keberadaan para pihak yang melaksakan akad.   

3) Adanya objek akad yang dapat memberikan manfaat. 

Selain itu, terdapat syarat-syarat dalam akad ijarah, antara lain:34 

1) Setiap pihak. yang terlibat harus berada dalam keadaan 

berakal sehat dan memiliki kemampuan yang cukup, sehingga 

mereka dapat melaksanakan perjanjian dengan baik dan 

bertanggung jawab atas tindakan mereka.   

2) Semua pihak yang terlibat dalam akad harus melakukannya 

dengan niat sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.  

Objek yang disewa haruslah sesuatu yang memberikan 

 
32 Nadhira Wahyu Adityarani, Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi 

Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum 

Fundamental Justice, Vol. 1, No. 2, (September, 2020), 44. 
33 Diky Faqih Maulana, Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah, 

Jurnal Muslim Heritage, Vol. 6 No, 1, (Juni, 2021), 190. 
34 Doli Witro, Zufriani, Arzam, Muhamad Izazi Nurjaman, Analisis Implementasi Akad Ijarah Di 

Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa, Jurnal Asy-Syari‘ah, Vol. 23 No. 2, 

(Desember, 2021), 289. 
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manfaat.   

3) Barang yang disewakan. harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariat Islam. 

4) Pembayaran sewa harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan 

yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 

4. Macam-Macam Sewa-Menyewa/Ijarah 

Menurut ulama fiqih terdapat dua jenis akad ijarah, yaitu 

sebagai berikut:35 

a. Ijarah ala al manafi’ 

Ijarah yang berkaitan dengan manfaat, seperti penyewaan 

rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat 

tersebut sesuai dengan ketentuan syara’ untuk digunakan, maka 

para ulama fiqih sepakat bahwa hal ini diperbolehkan sebagai 

objek sewa menyewa. 

b. Ijarah ‘ala al-amaal 

Ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan adalah dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas. 

Jenis ijarah ini, menurut paraj ulama fiqh, dianggap sah selama 

jenis pekerjaan yang dilakukan jelas. 

5. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa/Ijarah 

Dalam kontrak sewa, kedua pihak terikat satu sama lain dan. 

tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, mengingat sifat 

 
35 Dara Fitriani, Nazaruddin, Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah, Al-Hiwalah: (Sharia 

Economic Law), Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022), 46. 
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perjanjiannya yang saling menguntungkan. Jika salah satu pihak 

meninggal, perjanjian sewa tetap berlaku asalkan masih adanya objek 

sewa, karena pihak yang telah meninggal dapat digantikan atau 

diwakilkan oleh ahli warisnya. Meskipun begitu, terdapat beragam 

pandangan mengenai situasi ini.36 

Menurut mazhab Imam Hanafi, perjanjian sewa menjadi tidak 

sah jika salah satu pihak meninggal dunia. Di sisi lain, mayoritas 

ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa tetap berlaku meskipun 

salah satu pihak telah meninggal.37 

Dengan demikian, perjanjian sewa bisa dianggap tidak sah jika 

salah satu’pihak memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk 

membatalkannya.. Ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan 

perjanjian sewa dibatalkan, antara lain:38 

a.  Kerusakan pada barang sewaan 

Jika terdapat kerusakan atau cacat pada barang sewaan 

setelah barang tersebut berada di tangan penyewa, dan kerusakan 

tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyewa, 

seperti penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pihak 

penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa. 

 
36 Lenny Mutiara Ambarita, Humala Sitinjak, Imman Yusuf Sitinjak, Udin Freddy Sitanggang, 

Aspek Hukum Perdata Tentang Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kost Yang Dilakukan 

Secara Lisan Dan Nota Bon Pembayaran, Jurnal Moralita, Vol. 3 No. 1, (April, 2022), 49. 
37 Aisyah Ainuur Rohmah, Mu’min Firmansyah, Pemahaman Konsep Ijarah dan Aplikasinya 

pada Perbankan Syariah, Jurnal Riset Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, (Juli, 2024), 6. 
38 Nuri Hidayati, Analisis Dampak Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Jurnal 

Lawnesia, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2024), 474. 
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b. Ditemukan kerusakan pada barang yang akan disewa 

Barang yang menjadi subjek sewa mengalami kerusakan 

maupun hilang, sehingga tidak bisa digunakan lagi sesuai dengan 

kesepakatan, contohnya yaitu mobil sewaan yang terlibat 

dalam kecelakaan. 

c. Adanya suatu uzur 

Keberadaan suatu uzur dapat dipahami sebagai situasi di 

mana alasan di balik munculnya uzur tersebut adalah bahwa 

pemilik dari barang atau aset yang dimaksud merasa terpaksa 

untuk menjual barang yang seharusnya dia sewakan.39 Sebagai 

contoh konkret, bayangkan seseorang yang terjerat dalam banyak 

utang dan tidak memiliki kekayaan lain yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan utang-utang tersebut.  

Dalam kondisi seperti ini, pemilik tersebut mungkin akan 

merasa tidak ada pilihan lain selain menggunakan barang yang 

seharusnya disewakan untuk melunasi sebagian atau seluruh 

utangnya. Akibatnya, tindakan jual beli ini mengakibatkan 

batalnya akad sewa yang telah disepakati sebelumnya.  

Dengan kata lain, kehadiran uzur ini merusak validitas 

perjanjian sewa yang ada, karena barang yang seharusnya tersedia 

untuk disewakan kini telah dialihkan untuk tujuan yang berbeda 

 
39 Hidayatul Azizati, Siti Hasanah, Muhammad Akmal Maulana, Muhammad Ikhwan, Al-Ijarah 

dan Al-Ariyah Serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari, Jurnal Ilmiah Al-Furqan Al-

qur'an Bahasa dan Seni, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2021), 14. 
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yaitu untuk menyelesaikan tanggung jawab finansial. Ketika 

situasi semacam ini terjadi, pemilik barang tidak lagi dapat 

memenuhi janjinya sebagai penyewa, dan hal ini menjadi alasan 

yang sah untuk membatalkan kontrak sewa. 

B. Wanprestasi  

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari istilah Belanda "wanprestatie", yang 

berarti prestasi yang buruk.40 Secara umum, wanprestasi (breach of 

contract) dapat diartikan sebagai ketidakpuasan terhadap 

pelaksanaan kewajiban atau prestasi yang seharusnya dilakukan 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak 

tertentu. Dengan kata lain, wanprestasi merujuk pada kegagalan 

memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan antara kreditur dan 

debitur.41 

Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang terkena dampak 

memiliki hak untuk menuntut pihak yang bersalah untuk memberikan 

kompensasi. Dengan adanya hukum, diharapkan tidak ada pihak yang 

harus menanggung kerugian akibat tindakan wanprestasi tersebut.42 

 

 

 
40 Siti Hayati, Analisis (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Studi 

Pada Pembiayaan Murabahah), Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, (Desember, 

2020), 3. 
41 Encep Saefullah, Buku Ajar Hukum Bisnis, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, 

2022), 154. 
42 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19. 



 

 

36 

 

2. Macam-macam Wanprestasi 

Dalam konteks tindakan wanprestasi, terdapat beberapa faktor 

atau penyebab yang dapat memicu terjadinya situasi di mana suatu 

pihak gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Beberapa di 

antara penyebab tersebut adalah sebagai berikut:43 

a. Kesalahan   

Unsur kesalahan dalam tindakan wanprestasi harus 

memenuhi syarat bahwa pelaku dapat menghindari tindakan yang 

akan dilakukan dan dapat disalahkan, yakni pelaku tersebut harus 

mampu memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. 

b. Kelalaian   

Kelalaian didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan 

seseorang yang menyadari kemungkinan adanya akibat yang 

merugikan bagi orang lain. Pembuktian terhadap tindakan yang 

dianggap sebagai kelalaian seringkali sulit dilakukan, karena 

sering kali tidak ada ketentuan yang jelas mengenai waktu 

pelaksanaan prestasi. 

c. Kesengajaan   

Kesengajaan merujuk pada perilaku yang dilakukan dengan 

penuh kesadaran dan pemahaman. Dalam hal ini, tidak perlu ada 

 
43 Yuni Priskila Ginting, Aprillia Yovieta, Athena Chen Wendra, Claudia Ameilia Putri 

Oktyaning, Kesha Divandra Lusikooy, Nashsahaja Benaya Adhitya, Rangga Adithya Akbar, 

Valerie Trifena Eugine Samosir, Sosialisasi Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang 

(Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/Pn Kbm), Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, 

No. 11, (November, 2023), 1140. 
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niat untuk merugikan orang lain; yang terpenting adalah pelaku 

menyadari apa yang dilakukan, dan hal itu sudah memadai. 

3. Sanksi Wanprestasi 

Ada berbagai jenis sanksi yang perlu dipertanggungjawabkan 

sebagai konsekuensi dari tindakan pihak yang gagal memenuhi 

kewajiban yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan 

adanya keadilan dan ketertiban dalam pelaksanaan kewajiban yang 

ada. Sanksi tersebut diantara yaitu: 

a. Ganti rugi, yaitu suatu bentuk kompensasi atau kewajiban untuk 

membayar kerugian yang muncul akibat kerusakan atau 

hilangnya barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian 

debitur. Menurut pasal 1246 KUHPerdata, terdapat tiga elemen 

dalam ganti rugi, yaitu:44 

1) Biaya, yang mencakup penggantian semua pengeluaran yang 

telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. 

2) Rugi, yang merupakan penggantian kerugian yang dialami 

oleh pihak yang dirugikan akibat kerusakan barang akibat 

kelalaian debitur. 

3) Bunga, yang mencerminkan keuntungan yang seharusnya  

diperoleh oleh pihak yang dirugikan jika debitur menjalankan 

kewajibannya dengan baik. 

b. Dalam Pasal 1267 KUHPerdata, pembatalan perjanjian bertujuan 

 
44 Natalia Intan Permatasari, Perjajian Wanprestasi Terhadap Pengusaha Makanan Kecil, Jurnal 

Muhammadiyah Law Review, Vol. 3 No. 2, (Juli, 2019), 90. 
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untuk mengembalikan posisi antara kreditur dan debitur ke 

keadaan awal mereka, atau dengan kata lain, mengembalikan 

kedua pihak ke situasi sebelum perjanjian tersebut dibuat.45 

c. Dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

peralihan risiko mengacu pada tanggung jawab untuk 

menanggung kerugian yang timbul akibat peristiwa yang tidak 

disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak yang menerima 

barang yang menjadi objek dari perjanjian.46 

C. Sosiologi Hukum Islam 

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam 

Berdasarkan asal katanya, istilah sosiologi berasal dari bahasa 

latin, yakni "socius" yang berarti teman atau sahabat, dan "logos" 

yang berarti ilmu. Dengan demikian, sosiologi didefinisikan sebagai 

kajian mengenai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, 

bertujuan untuk memahami serta mengupayakan perbaikan dalam 

kehidupan sosial. 

Menurut Sorokim, Sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari interaksi dan pengaruh timbal balik antara berbagai 

aspek sosial, seperti keterkaitan antara agama dan ekonomi, keluarga 

dan nilai moral, serta hukum dan ekonomi, termasuk hubungannya 

 
45 Meila Fatma Herryani, Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 KUHperdata Dalam 

Perjanjian Kartu Kredit, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.1, (Agustus, 2020), 8. 
46 Ryan Prastya Mariata Putra, Ida Ayu Putu Widiasti, Ni Made Puspasutari Ujianti, Akibat 

Hukum Dari Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Instagram, Jurnal Preferensi Hukum, 

Vol. 1, No. 2, (September, 2020), 35. 
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dengan unsur-unsur non-sosial. Pandangan ini berbeda dengan 

pendapat Rouceke dan Warren yang mengartikan Sosiologi sebagai 

ilmu yang fokus pada hubungan antara individu dengan kelompok 

sosial.47 

Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

masyarakat dan perilaku manusia sebagai bagian dari kelompok atau 

komunitasnya, termasuk kebiasaan dan tradisi yang ada di dalamnya. 

Ilmu ini berfokus pada hubungan antar manusia dalam kelompok 

serta interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Secara umum, sosiologi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan. Selain itu, terdapat juga 

sosiologi hukum, yang merupakan cabang dari sosiologi yang 

menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami realitas serta 

isu-isu yang berhubungan dengan hukum.48 

Menurut penjelasan Soerjono Soekanto, sosiologi hukum Islam 

merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji secara empiris 

interaksi antara hukum dan berbagai fenomena sosial di masyarakat. 

Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam tidak hanya memandang 

hukum sebagai sekadar aturan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana 

hukum berfungsi, diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

 
47 Gita Ayu Ajeng, Septianingrum, Putri Nabila, Siti Nurhayati, Teknologi dan Kepatuhan 

Hukum (Tantangan dan Strategi dalam Sosiologi Hukum), Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, 

Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2024), 50. 
48 Sri Jaya Lesmana, Sosiologi Hukum Indonesia, (Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 

2023), 3. 
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hari. Selain itu, disiplin ini juga menganalisis bagaimana faktor 

sosial, budaya, dan ekonomi dapat mempengaruhi pembentukan serta 

perkembangan hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki 

peran krusial dalam memahami hubungan antara norma hukum dan 

realitas sosial, beserta dampaknya bagi individu dan masyarakat 

secara keseluruhan. Hal ini menjadikan sosiologi hukum Islam 

sebagai sarana yang bermanfaat untuk menganalisis isu-isu terkait 

keadilan, ketidakadilan, dan juga perubahan sosial yang 

terjadi di masyarakat.49 

Hukum Islam berperan tidak hanya sebagai regulasi sekuler, 

tetapi juga sebagai norma dan nilai yang mengatur kehidupan. Secara 

teoritis, hukum ini terkait dengan semua aspek kehidupan dan 

merupakan satu-satunya institusi sosial dalam Islam yang dapat 

memberikan dasar untuk perubahan yang diinginkan dalam 

menyelaraskan ajaran Islam dengan dinamika sosial yang ada. 

Dengan demikian, hukum Islam memiliki dua fungsi utama:50 

a. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur perilaku umat Islam agar 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

b. Sebagai norma, ia memberikan legitimasi atau larangan tertentu 

dengan konteks spiritual. 

 

 

 
49 Muryanti, Sosiologi Hukum dan Kriminal, (Yogyakarta: Manggar Media, 2020), 81. 
50 Ibid,. 81. 
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Dari perspektif hukum, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh 

sosial dan budaya yang ada di sekitarnya, serta menunjukkan adanya 

intervensi dari Allah dalam penetapan hukum. Inilah yang menjadi 

karakteristik hukum Islam dan yang membedakan masyarakat 

Muslim dari masyarakat non-Muslim. Pola pemikiran masyarakat 

non-Muslim berkembang berdasarkan pengalaman dan pemikiran 

sosial secara bertahap, sementara pola pemikiran masyarakat Muslim 

diterima secara langsung dari Allah melalui wahyu dan terbentuk 

dengan cepat. 

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam 

Keguanaan sosiologi hukum Islam diantaranya:51 

a. Memahami efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. 

b. Mampu menganalisis penerapan sistem hukum. 

c. Memetakan fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. 

d. Dapat merencanakan perubahan norma yang sesuai di 

masyarakat.  

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam merupakan pola 

kehidupan perilaku masyarakat sebagai wujud dari setiap kelompok 

sosial yang meliputi:  

a. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan dalam masyarakat.  

b. Pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran 

hukum Islam. 

 
51 Fransiskus Saverius Nurdin, Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum, Jurnal Transformatif, Vol. 

10, No. 2, (November, 2021), 70. 
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c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat yang mengacu  

pada hukum Islam.  

d. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam.  

e. Gerakan kemasyarakatan yang mendukung atau kurang 

mendukung hukum Islam. 

Sosiologi Hukum hadir sebagai ilmu praktis untuk 

mengidentifikasi efektif tidaknya suatu aturan hukum yang dijalani 

masyarakat karena gejala non hukum seperti potensi masyarakat yang 

berpengaruh pada kesadaran hukum.  Kajian sosiologi hukum ini 

dapat digunakan oleh praktis hukum, terutama perumus hukum 

sebagai acuan dalam rencana pembuatan aturan hukum yang lebih 

efektif  untuk diterapkan. Dengan pemahaman ini, sosiologi hukum 

sangat bermanfaat dalam studi hukum untuk merumuskan kebijakan 

hukum yang baru dan relevan dengan kondisi sosial yang ada. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan sumber daya manusia sebagai 

potensi utama dalam pemahaman tingkat kesadaran hukum untuk 

menilai sejauh mana kepatuhan terhadap norma dan aturan hukum  

yang berlaku dan termanifestasi dalam perilaku manusia yang nyata. 

Apabila hukum dilaksanakan maka hal tersebut menjadi petunjuk 

bahwa hukum tersebut adalah efektif.52 

 

 

 
52 Samarta, Sosiologi Hukum Islam, (Indramayu: CV Adama Abimata, 2022), 97–98. 
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3. Teori Kesadaran Hukum 

Kesadaran berasal dari istilah "sadar," yang artinya menyadari, 

merasakan, atau memahami. Kesadaran hukum mengacu pada 

pengetahuan seseorang mengenai hukum, serta peranan dan fungsi 

hukum dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kesadaran hukum 

juga dapat dipahami sebagai konsep abstrak dalam diri seseorang 

mengenai keseimbangan antara ketertiban dan kedamaian yang 

diinginkan. Secara umum, banyak orang percaya bahwa tingginya 

kesadaran hukum di kalangan masyarakat akan mendorong 

masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada.53 

Berdasarkan KBBI, kesadaran hukum memiliki indikator yang 

dapat memberikan penjelasan atau petunjuk. Indikator kesadaran 

hukum sendiri adalah tanda, petunjuk, atau keterangan yang 

menjelaskan dan menggambarkan tingkat kesadaran hukum.54 

4. Teori Kepatuhan Hukum 

Secara etimologis, kepatuhan diartikan sebagai sikap taat, 

tunduk, atau mengikuti. Dengan demikian, tindakan mematuhi dapat 

dimaknai sebagai menaati atau menuruti sesuatu secara sadar. 

Kepatuhan merupakan bentuk perilaku seseorang dalam 

menunjukkan ketaatan terhadap suatu aturan. Sementara itu, hukum 

berfungsi sebagai instrumen yang dirancang untuk mengatur dan 

 
53 Via Lutviana, Soleh Hasan Wahid, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca 

Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalahah, Jurnal Antologi 

Hukum, Vol. 3, No. 1, (Juli, 2023), 37. 
54 KBBI, “Kesadaran Hukum”, https://kbbi.web.id/kesadaran+hukum , diakses 29 Januari 2025. 
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mengontrol perilaku sosial masyarakat. Keberadaan hukum bertujuan 

membatasi tindakan individu, menghilangkan kebiasaan yang 

bertentangan dengan norma, dan mendorong terciptanya pola 

perilaku yang baru dan sesuai. Oleh karena itu, kepatuhan hukum 

(legal compliance) berarti tindakan seseorang dalam menaati 

peraturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.55 

Kepatuhan terhadap hukum merupakan cerminan dari tingkat 

kesadaran hukum yang dimiliki individu, yang berlandaskan pada 

pengetahuan dan pemahamannya terhadap aturan yang berlaku di 

sekitarnya.56 Kepatuhan ini muncul sebagai respons atas kesadaran 

terhadap hukum, yang sering kali didorong oleh rasa takut akan 

adanya sanksi atau hukuman jika seseorang melanggar peraturan. 

Tingkat kesadaran hukum seseorang sangat memengaruhi sikap patuh 

terhadap hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma, kesadaran hukum 

biasanya berbanding lurus dengan kepatuhan hukum karena adanya 

keyakinan bahwa hukum berfungsi untuk mengatur perilaku demi 

terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, jika kesadaran 

hukum seseorang menurun, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum 

pun cenderung ikut melemah. Dengan demikian kepatuhan hukum 

merupakan sikap atau tindakan individu dalam mengikuti peraturan 

hukum yang berlaku, yang didasari oleh pemahaman serta kesadaran 

 
55 Muhammad Zainal, Pengantar Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181 
56 Ibid.,30. 
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hukumnya, karena adanya keyakinan bahwa hukum mampu 

menciptakan perubahan menuju kehidupan yang lebih adil dan aman. 

Terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum 

dalam suatu masyarakat, yaitu:57 

a. Pengetahuan Hukum 

Mengacu pada pemahaman seseorang mengenai tindakan-

tindakan tertentu yang diatur oleh hukum, hal ini meliputi 

pemahaman tentang perilaku yang dilarang serta yang 

diizinkan oleh hukum. 

b. Pemahaman Hukum  

Berkaitan dengan sejauh mana seseorang memiliki 

informasi tentang isi dari undang-undang tertentu. Pemahaman 

ini mencakup pengertian mengenai isi dan tujuan dari peraturan, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi 

individu yang terlibat. 

c. Sikap Hukum 

Kecenderungan untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang 

bermanfaat atau menguntungkan ketika diterapkan. Pandangan 

ini mencerminkan pilihan hukum masyarakat yang sejalan dengan 

nilai-nilai yang mereka anut, sehingga masyarakat menghormati 

 
57 Zainuddin Puteh, Dhiauddin Tanjung, Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap 

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 

Islam, Vol. 11, No. 1, (2023), 31. 
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hukum tersebut. 

d. Pola Perilaku Hukum 

Menggambarkan penerapan hukum dalam masyarakat. 

Tingkat kesadaran hukum dapat diukur dari bagaimana 

masyarakat berperilaku dalam konteks hukum yang ada. 
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	c. Tahap Analisis Data
	Dalam tahap ini, peneliti mengolah data dengan cara mengklasifikasikan informasi, mengatur hasil observasi secara terstruktur, menarik kesimpulan dari data yang telah dikategorikan, memperdalam pemahaman mengenai kasus yang diteliti, serta menyampai...
	d. Tahap Penulisan Laporan
	Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian, berkonsultasi dengan pembimbing mengenai hasil yang diperoleh, melakukan perbaikan yang diperlukan, serta menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti sidang hasil ...
	BAB IV
	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
	A. Gambaran Objek Penelitian
	1. Profil Queen5 Rentcar
	Queen5 Rentcar berdiri pada tanggal 27 Desember 2011, Queen5 Rentcar terletak di Jalan Raya Gampeng Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Nama pemilik rental Bapak Ahmad Fathoni, pemilik rental tidak memiliki karyawan. Letaknya yang strat...
	Bapak Ahmad Fatoni selaku pemilik Queen5 Rentcar memiliki sebanyak 11 unit mobil yang disewakan kepada masyarakat dan santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Ahmad Fatoni sangat memperhatikan aspek ketertib...
	Berikut merupakan data pencatatan keluar dan masuk kendaraan di Queen5 Rentcar.
	2. Jenis Kendaraan dan Harga Sewa
	3. Persyaratan Penyewaan
	Sebelum melakukan sewa, ada empat persyaratan yang wajib penyewa penuhi yaitu:
	a. Menyerahkan  kartu identitas KTP bagi masyarakat.
	b. Menyerahkan kartu identitas KTK (kartu tanda keluarga pondok pesantren) dan KTP bagi santri pondok pesantren.
	c. Menunjukkan SIM minimal SIM “A“ yang masih berlaku (bila ada).
	d. memberikan jaminan kendaraan roda 2 serta STNK
	Apabila penyewa yang melakukan sewa mobil tidak mempunyai persyaratan memberikan jaminan motor, maka pemilik rental tidak memperbolehkan penyewa untuk menyewa mobil di Queen5 Rentcar.
	Berikut adalah jaminan motor para penyewa di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
	Gambar 4.2 Motor Jaminan Penyewa Queen5 Rentcar
	Bapak Ahmad Fatoni, selaku pemilik rental di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, memilih untuk menyewakan mobil kepada penyewa tanpa adanya kontrak hitam di atas putih. Meskipun demikian, rasa percaya yang kuat menjalin ...
	B. Paparan Data
	Dalam bertransaksi sewa-menyewa, sering kali kita menghadapi berbagai masalah, baik yang muncul secara sengaja maupun tidak. Wanprestasi berarti ketidakpatuhan dalam melaksanakan perjanjian, baik itu karena tidak dilakukan tepat waktu, dengan cara yan...
	Berikut adalah hasil pemaparan wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Fatoni pemilik Queen5 Rentcar :
	“Jadi dulu saya membangun sewa mobil itu pada bulan Desember tahun 2011, kalau tanggalnya se inget saya itu tanggal 27 mas, awal-awal saya buka rental mobil itu mobilnya baru 3 mas, Avanza, Ertiga sama Xenia, setelah itu tahun ke tahun saya menyicil ...
	1. Wanprestasi pemilik Queen5 Rentcar
	Peneliti telah menemukan adanya beberapa pelanggaran kontrak yang dialami oleh penyewa, yang berujung pada rasa ketidakpuasan. Beberapa penyewa termasuk Bapak Hendri Randaka yang merupakan salah satu pelanggan penyewa di Queen5 Rentcar, merasa tidak p...
	Dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil, terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada mobil sewaan, yang mana kerusakan tersebut murni disebabkan oleh kelalaian pihak rental. Pihak penyewa, yang seharusnya mengembalikan mobil...
	Berikut pemaparan dari wawancara :
	“Pada saat itu saya menyewa xenia dengan harga 300.000 mas, dan saat itu saya mengembalikan mobil telat karena kerusakan murni dari mobil di bagian dinamo amper sehingga mobil mati dan akhirnya saya telat mengembalikan, dan ketika saya mengembalikan...
	Peristiwa tersebut turut di alami oleh Bapak Hendri Randaka yang juga merasa kecewa dan kurang puas dengan pelayanan mobil yang diberikan, dimana pemilik  Queen5 Rentcar Bapak Ahmad Fatoni seharusnya memberikan mobil yang layak untuk disewakan kepada ...
	Berikut pemaparan dari wawancara :
	“Waktu saya mau ke adek saya di pondok jombang ada acara haflah akhirusanah, saya mau berangkat jam 12 pas sudah sesuai perjanjian ternyata mobil yang saya sewa bisa di ambil seinget saya pas itu jam 13:00 lewat. Akhirnya terpaksa saya telat sampai di...
	Demikian, hal tersebut juga sama di alami oleh Bapak Irfan Falih yang dalam akad sewa mobil terdapat wanprestasi dari pihak pemilik Queen5 Rentcar yang seharusnya memberikan mobil sesuai dengan perjanjian akan tetapi tidak sesuai kesepakatan dalam per...
	2. Wanprestasi Penyewa Queen5 Rentcar pada Masyarakat
	a. Kehilangan Mobil
	Pada bulan Juli tahun 2019, Bapak Ahmad Fatoni sebagai pemilik Queen5 Rentcar pernah mengalami pengalaman pahit ketika salah satu kendaraannya dibawa lari oleh penyewa yang tak bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi saat mobil tersebut dibawa ol...
	Berikut pemaparan wawancara dari Bapak Ahmad Fatoni :
	“Jadi waktu itu ada orang yang menyewa mobil Brio mas, tujuannya keluar kota, dan saya itu kalau ada orang rental gak langsung saya cek GPS, mungkin beberapa jam kemudian baru saya cek lokasinya dimana, ternyata setelah mobil dibawa terakhir saya liha...
	Kemudian Ibu Lilik Riwayati istri dari Bapak Ahmad Faotni menambahkan :
	“Mungkin si penyewa atau yang mencuri mobil ini kaya sudah ada niat sih mas, karena orangnya sudah tau letak GPS di bagian mana pada mobil. terus juga motor yang dibuat jaminan itu juga motor jelek.”
	b. Terlambat Mengembalikan Mobil Yang Disewa
	Pada tanggal 24, November 2024, Bapak Rosyid menyewa mobil Innova  di Queen5 Rentcar dengan tarif sewa sebesar 2.400.000 selama 6 hari untuk keperluan pribadi. Namun, Bapak Rosyid terlambat mengembalikan mobil tersebut selama 6 jam akibat adanya acara...
	Berikut pemapararan dari wawancara :
	“Waktu itu saya minjem innova barong mas dan telat mengembalikan, saya gak tau kalau tiba-tiba ada acara keluarga mendadak akhirnya saya sengaja untuk mengembalikan telat dan tidak menghubungi pak toni pemilik rental, karena saya juga siap untuk memb...
	c. Penyalahgunaan Mobil
	Pada tanggal 19 Januari 2024 Bapak Fiky Firmansyah menyewa mobil Innova Reborn dengan tarif 500.000/24jam, dengan perjanjian untuk bepergian tujuan di madiun.  Namun, dalam praktiknya ia melakukan wanprestasi dengan membawa mobil tersebut keluar wila...
	Berikut pemapararan dari wawancara :
	“Waktu itu itu saya ada acara pernikahan mendadak yang tiba-tiba dikabari dengan teman saya, dan saya tidak tahu kalau mobil yang saya sewa luar jawa timur harganya berbeda, saya kira intinya jam pengembaliannya sesuai tepat waktu, tapi setelah saya m...
	d. Memindahkan Hak Sewa
	Pada tanggal 10 Mei 2024, Bapak Ahmad Badar terlibat dalam bentuk wanprestasi dengan memindah tangankan hak sewa mobil Innova yang disewanya untuk keperluan pribadi di luar kota. Dalam perjanjian sewa yang telah disepakati, tarif sewa mobil tersebut a...
	Berikut pemaparan dari wawancara Bapak Ahmad Badar :
	“Jadi dulu itu saya pernah melakuan wanprestasi, saya menyewa sebuah mobil di Queen5 Rentcar, tapi yang memakai mobil yang saya sewa bukan saya, karena saya hanya disuruh dan menjadi perantara untuk menyewa mobil”
	Kemudian Bapak Kelvin Hendrianto membenarkan :
	“Pada saat saya ingin berpergian untuk keluar kota dan saya minta tolong teman saya untuk menyewakan mobil di Queen5 Rentcar, karena pada saat itu saya belum punya SIM untuk menyewa mobil.”
	Kemudian Bapak Ahmad Fatoni menjelaskan :
	“Pada saat Pak Badar menyewa mobil itu yang seharusnya pada jam pengembalian mobil yang mengembalikan Bapak Ahmad Badar tapi ini kok malah berbeda, karena pada saat menyewa mobil itu persyaratannya memakai identitas milik Pak Badar, ternyata disitu Pa...
	Hal serupa terjadi pada Bapak Muhammad Ridwan yang memindahkan hak sewanya kepada Bapak Abdul Hafid,  Pada tanggal 30 Juni 2024, Bapak Muhammad Ridwan menyewa mobil Avanza dengan harga 300.000/24jam. Namun, karena kebutuhan Bapak Muhammad Ridwan hanya...
	Berikut pemaparan wawancara dari Bapak Muhammad Ridwan :
	“Pada saat minjem saya sudah selesai pakai sampai sekitar ashar kalau gak salah, pikir saya kalau mau dikembalikan sekarang kan eman to mas, uangnya juga tidak bisa ada kembalian, pas sudah saya pakai mobilnya nganggur terus dipakai teman saya, tak su...
	Kemudian Bapak Ahmad Fatoni menjelaskan:
	“Ya pokoknya sama seperti kejadian pak badar pada saat itulah mas, jadi sudah jelas kalau di pakai orang lain tidak saya perbolehkan, karena kan tanggung jawab sepenuhnya yang punya ktp dan motornya buat jaminan, cuma kalau sekarang ini ada seperti it...
	e. Kerusakan Mobil Yang Disewa
	Pada tanggal 15 April 2024 Bapak Nata yudha menyewa mobil Xpander dengan harga Rp 350.000/24jam untuk digunakan liburan di Taman Safari Prigen, Pasuruan dengan keluarganya. Selama perjalanan, terjadi insiden yang tidak terduga ketika talang air bagian...
	Berikut pemaparan wawancara :
	“Kalau rusak yang sampai parah nggak pernah mas, tapi kalau selama sewa rusa itu dulu pas ke taman safari pinjam mobilnya mas Toni, itu yang talang air nya kena tanduk rusa. Ya nggak parah sih, tapi ya rusak, terus saya langsung cari gantinya satu se...
	3. Wanprestasi Penyewa Queen5 Rentcar pada Santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah IIINgampel
	a. Terlambat Mengembalikan Mobil Yang Disewa
	Pada tanggal 20 Agustus Saudara Ajis Muslim menyewa mobil Avanza dengan harga Rp 350.000/24jam untuk berlibur ke Mojokerto. Namun, saat waktunya untuk mengembalikan mobil tiba, Saudara Ajis Muslim telat mengembalikannya secara disengaja tanpa konfirm...
	Berikut pemaparan dari wawancara :
	“Waktu iu saya rental di mas toni buat main ke mojokerto di pacet kang, dari awal saya tidak tahu kalau nanti telat tidak ada sanksi, tapi karena saya sudah sering rental di mas toni akhirnya waktu itu saya disuruh tidak membayar aja tidak apa-apa, ta...
	Hal serupa yang terjadi pada Saudara Reza Zakaria yang mengembalikan mobil yang disewa dengan telat dan tidak menguhubungi pihak pemilik yaitu Bapak Ahmad Fatoni. Pada tanggal 28 Maret 2024, Saudara Reza Zakaria menyewa sebuah mobil Innova untuk keper...
	Berikut pemapararan dari wawancara :
	“Jadi waktu saya sewa innova saya telat bukan karena disengaja mas, akan tetapi karena situasi dijalan yang tidak bisa tebak sehingga pada saat saya mau menuju pulang ternyata terjadi kemacetan di daerah perempatan ngadiluwih yang ke barat arah jemba...
	Peristiwa tersebut juga dialami oleh Saudara Hafid Ishlah yang menyewa mobil terlambat mengembalikan karena terjebak pada kemacetan, Pada tanggal 7 Januari 2023, Saudara Hafid Ishlah menyewa sebuah mobil Innova dengan tarif sebesar 400.000/24jam untuk...
	Berikut pemapararan dari wawancara :
	“Pas saya saat nyewa mobil di pak toni itu untuk keperluan disurabaya mas, terus pada saat mau pulang ya biasalah mas di kota besar pastinya banyak kemacetan, dan saya juga sudah berniat untuk tidak bisa mengembalikan mobil sesuai jamnya, karena saya ...
	b. Membatalkan Sewa
	Pada tanggal 19 Januari 2024 Saudara Ahmad Sabid menyewa mobil innova reborn dengan harga 500.000/24jam di  Queen5 Rentcar  untuk membawa teman-temanya pergi acara pernikahan di Tulungagung. Kemudian tanggal 20 Januari 2024 Saudara Ahmad Sabiq mendad...
	Berikut pemapararan dari wawancara :
	“Saya menyewa di mas Toni bukan untuk pribadi kang, tapi saya cuma nyopirin aja, ternyata pas tanggal 20 orang yang mau saya antar di acara pernikahan tiba-tiba tidak jadi. Akhirnya disitu saya membatalkan sewa mobil secara mendadak, dan juga pada wak...
	Hal serupa yang terjadi pada Saudara Muhammad Mustofa yang membatalkan mobil yang akan disewa dengan menguhubungi pihak pemilik yaitu Bapak Ahmad Fatoni. Pada tanggal 28 Oktober 2023 Saudara Muhammad Mustofa telah merencanakan untuk meminjam 2 unit mo...
	Berikut pemaparan wawancara :
	“Jadi sebelum seminggu acara pada waktu itu saya dikabarin dengan teman saya yang mau menikah untuk menghadiri di acara pernikahannya, seingat saya pada waktu itu ada anak 13 yang mau kesana, dan disitu kata teman saya yang mau menikah dia bilang kata...
	c. Kerusakan Mobil
	Pada tanggal 16 Juli 2024, Saudara Arif Ja’far menyewa mobil innova reborn dengan tarif sebesar 600.000/24jam, yang direncanakan akan digunakan untuk perjalanan ke daerah tegal jawa tengah untuk menjemput keluarganya. Pada masa sewa masih berlaku Saud...
	Berikut pemapararan dari wawancara :
	“Saya tidak merasa melecetkan mobil kang, soalnya saya sendiri tidak merasa menabrak apapun, pada saat saya sampai daerah pemalang itu saya sempat mau adu banteng dengan mobil Hilux yang menyalip, tapi menurut perasaan saya disitu tidak kena, dan seha...
	Hal serupa terjadi pada Saudara Nur Kholid yang menyewa mobil di Queen5 Rentcar. Pada tanggal 26 April 2023 Saudara Nur Kholid menyewa Avnaza dengan harga 300.000/24Jam untuk liburan bersama teman-temannya. Selama masa penyewaan, teman Saudara Nur Kho...
	Berikut pemaparan wawancara dari Saudara Nur Kholid:
	“Waktu itu mas bandi setahu saya belum bisa nyopir banget mas, karena dia bilangnya berani dan sudah agak bisa akhirnya saya lepas, ternyata pas mau masuk gang itu ada tiang dia ambil haluan terlalu ke kiri, akhirnya spion nabrak tiang kacanya pecah, ...
	Santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel yang turut melakukan praktik sewa mobil di Queen5 Rentcar, dalam sejumlah kasus ditemukan telah melakukan wanprestasi, baik berupa keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan tanpa laporan kepada p...
	1. Faktor Sosial
	Faktor sosial yang pertama adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel. Dalam beberapa kasus, santri yang sebelumnya belum pernah melakukan wanprestasi menjadi terpengaruh oleh teman-temannya yang leb...
	2. Faktor Budaya
	Faktor budaya yang turut memengaruhi adalah kuatnya budaya kekeluargaan dan sikap permisif dalam masyarakat sekitar. Santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel cenderung menganggap pemilik rental sebagai bagian dari lingkungan sosial yang dekat...
	4. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  Sewa Rental Mobil di Queen5 Rentcar
	Berdasarkan paparan data di atas, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik sewa mobil di Queen5 Rentcar dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni jalan non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi dilakukan melalui musyawarah...
	Berikut pemaparan wawancara dari Bapak Ahmad Fatoni:
	“Semua sanksinya itu saya ratakan mas, kalau orangnya yang sudah biasanya ambil disini terus juga nomernya udah saya save, kadang sampai muncul story whatsappnya biasanya tidak saya kasih denda, kadang-kadang  semisal telat, terus gak tak denda itu bi...
	C. Temuan Penelitian
	Berdasarkan pemaparan data di atas, peneliti mendapatkan hasil temuan penelitian sebagai berikut :
	1. Pemilik Queen5 Rentcar tidak memberikan sanksi wanprestasi dengan adil.
	2. ketidakjelasan isi kontrak, kurangnya pengetahuan tentang wanprestasi serta kurangnya pengawasan dari pemilik rental mobil.
	3. Kurangnya ketegasan pada persyaratan sewa rental mobil di Queen5 Rentcar. Proses penyewaan berlangsung terlalu mudah, tanpa adanya pemeriksaan yang mendetail terhadap dokumen dan identitas calon penyewa.
	4. Minimnya pengawasan terhadap kondisi kendaraan setelah digunakan oleh penyewa, yang berkontribusi terhadap kerusakan yang tidak segera diketahui dan penanganan yang terlambat.
	5. Penyewa tidak melaporkan kerusakan yang terjadi selama masa sewa, yang menyebabkan ketidaktahuan pemilik mengenai kondisi kendaraan.
	BAB V
	PEMBAHASAN
	A. Wanprestasi Pada Praktik Sewa Rental Mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri
	Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara kepada masyarakat dan santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah 3 Ngampel sebagai penyewa di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang melakukan wanprestasi pada p...
	Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian sewa yang disepakati antara penyewa dan pemilik rental. Wanprestasi ini biasanya muncul dalam bentuk ketidakpatuhan penyewa terhadap kewajiban, seperti terlambat mengembalikan mobil, tida...
	Fenomena ini tidak hanya merugikan satu pihak saja, tetapi juga memunculkan permasalahan sosial, ketidakpercayaan, dan kerugian finansial yang berdampak luas terhadap reputasi usaha rental tersebut. Dalam konteks hukum Islam, wanprestasi dianggap seba...
	Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yaitu :
	1. Kerusakan Mobil
	Dalam praktik sewa menyewa mobil, sering kali muncul masalah terkait kerusakan yang dialami oleh kendaraan, seperti yang terjadi di Queen5 Rentcar. Dari sisi pemilik rental, kelalaian dapat terjadi jika mobil disewakan dalam kondisi yang sudah rusak a...
	2. Mobil Tidak Diserahkan Tepat Waktu
	Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, penyewa telah sepakat untuk mengambil mobil pada waktu yang telah disepakati, dengan maksud menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan penting. Namun, saat tiba waktu yang dijanjikan, penyewa mendapati bahwa pi...
	3. Terlambat Mengembalikan Mobil
	Beberapa penyewa mobil terlambat mengembalikan kendaraan yang telah disewanya dengan penyebab keterlambatan yaitu kemacetan parah di jalan, yang membuatnya terjebak lebih lama dari yang diharapkan. Meskipun telah mengonfirmasi keterlambatannya kepada ...
	4. Penyalahgunaan Mobil
	Dalam sebuah perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan pemilik rental, setiap pihak diharapkan untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati demi menjaga hubungan yang baik dan menghindari kerugian. Namun, dalam kasus ini, penyewa mengingkari perjan...
	5. Memindahkan Hak Sewa
	Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan hak sewa, yang seharusnya dilakukan dengan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak pemilik  Queen5 Rentcar. Namun, dalam kasus ini, penyewa mobil secara sepihak...
	6. Membatalkan Sewa
	Pembatalan mendadak oleh seorang penyewa yang telah melakukan kesepakatan dengan pemilik Queen5 Rentcar, menciptakan dampak negatif yang signifikan dalam bisnis rental mobilnya. Rencana keuangan pemilik Queen5 Rentcar terganggu karena ia mengandalkan ...
	7. Kehilangan Mobil
	Dalam praktik penyewaan mobil, terdapat risiko yang muncul ketika penyewa memiliki niat jahat, seperti pencurian, meskipun telah memenuhi aspek formal dari perjanjian sewa menyewa. Sebuah perjanjian sewa seharusnya mencakup berbagai persyaratan yang m...
	B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Sewa Rental Mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri
	Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari timbal balik antara hukum Islam dengan fenomena sosial pada masyarakat muslim yang bertujuan untuk mengetahui motif seseorang patuh terhadap hukum dan memahami efektivitas hukum yang berlaku di ma...
	Apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat bisa mengarah pada tindakan yang dilarang, atau suatu aspek yang bermanfaat dan berguna namun memiliki sifat terlarang. Manusia tidak dapat mengubah sesuatu yang dianggap haram menjadi halal, dan apa yang diang...
	Salah satu fenomena yang terjadi di Queen5 Rentcar pada penyewa dan pemilik rental terutama di Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri adalah terjadinya wanprestasi pada sewa rental mobil. Dimana penyewa yang melakukan tindakan wanprestasi t...
	Masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang praktik sewa mobil sebagai aktivitas ekonomi, namun banyak di antara mereka yang belum memahami konsep akad ijarah secara mendalam dalam perspektif hukum Islam. Mereka mengetahui prose...
	Pada paparan di atas, teridentifikasi adanya berbagai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar, seperti keterlambatan pengembalian mobil, memindahkan hak sewa, kerusakan tanpa laporan, serta pembatalan sewa sep...
	Dari sekian jumlah penyewa di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri terjadinya wanprestasi pada praktik sewa mobil sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung cukup lama sehingga memerlukan perhatian dan penyesuaian. Terdapat b...
	1. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Wanprestasi
	Dalam pembahasan penelitian ini, ditemukan bahwa setiap transaksi sewa-menyewa di tempat rental sering kali mengalami masalah wanprestasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman baik dari pihak penyewa maupun pemilik Queen5 Rentcar. Keduanya seringka...
	2. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian Kontrak
	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya kurangnya pengawasan dalam proses sewa-menyewa mobil di Queen5 Rentcar yang diteliti. Salah satu temuan utama adalah bahwa persyaratan yang diterapkan dalam kegiatan penyewaan masih tergolong ...
	3. Faktor Ketidakmampuan Pemilik Rental Menangani Pelanggaran Dengan Tegas
	Pemilik Queen5 Rentcar seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola wanprestasi akibat ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam sistem penanganannya. Salah satu masalah utama adalah kurang tegasnya sikap Pemilik Queen5 Rentcar dalam menindak pela...
	4. Faktor Kebiasaan
	Tidak lepas dari wanprestasi pada praktik sewa mobil dari para penyewa dan pemilik Queen5 Rentcar yang telah melakukan wanprestasi, mereka menyadari bahwasanya wanprestasi pada praktik sewa rental mobil kepada penyewa dan pemilik Queen5 Rentcar jelas ...
	Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah diuraikan di atas mengenai wanprestasi pada praktik sewa rental mobil, maka penulis dapat menguraikan bahwasannya praktik yang telah terjadi dalam sewa rental mobil tersebut sebenarnya tidak sah secara hukum I...
	Diskusi tentang sewa menyewa atau ijarah adalah tema yang tak pernah usai, terutama ketika terdapat interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara alami, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara...
	Inti dari perjanjian sewa menyewa atau ijarah adalah pada pemanfaatan barang atau jasa yang akan diimbangi dengan pembayaran atau imbalan dalam waktu yang telah disepakati. Pembayaran sewa harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan mengenai waktu, dan ...
	Sewa menyewa atau ijarah memiliki esensi yang mirip dengan jual beli, tetapi difokuskan pada objek manfaat atau jasa. Pihak yang memberikan sewa bertanggung jawab untuk menyediakan barang sewaan agar penyewa dapat menikmati manfaatnya. Sementara itu, ...
	Dalam praktik sewa menyewa mobil (ijarah) di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, penyewa memperoleh hak untuk menggunakan mobil selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pemilik rental atau perusahaan rental....
	Adapun rukun dan syarat sewa menyewa menetapkan beberapa rukun ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 yakni, sebagai berikut:
	a. Adanya sighat, berupa ijab dan qobul dalam kontrak sewa-menyewa, yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad, baik melalui tulisan maupun cara lain.
	b. Keberadaan para pihak yang melaksakan akad.
	c. Adanya objek akad yang dapat memberikan manfaat.
	Melihat rukun sewa menyewa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada wanprestasi mengalihkan hak sewa belum sesuai ...
	Disisi lain dalam praktik ijarah, keterlambatan pengembalian mobil oleh penyewa dapat dikaitkan dengan teori syarat ijarah yang tercantum pada poin 5 pada landasan teori di Bab II, yaitu mengenai ketentuan bahwa para pihak harus memenuhi semua syarat ...
	Berdasarkan akad ijarah, dalam praktik sewa menyewa mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, keterlambatan dalam mengembalikan mobil yang terjadi akibat wanprestasi tidak sesuai dengan syarat sewa menyewa (ijarah) yan...
	Selain itu, praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar yang dilakukan melalui akad ijarah pada pembatalan sewa, kerusakan mobil, penyalahgunaan mobil dan dari pemilik rental tidak memberikan mobil dengan tepat waktu yang disewa secara hukum Islam hal...
	Di sisi lain praktik sewa menyewa mobil di Queen5 Rentcar, ditemukan bahwa sebagian santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel menunjukkan perilaku tidak sadar hukum tetapi tetap patuh hukum, khususnya terkait dengan kasus wanprestasi. Santri t...
	Dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar, berbagai bentuk wanprestasi seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, pengembalian dalam kondisi rusak, hingga pelanggaran terhadap isi perjanjian menunjukkan bahwa hukum yang berlaku khususnya hu...
	Dalam kajian sosiologi hukum Islam, terdapat hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan masyarakat, di mana hukum Islam tidak hanya memengaruhi perubahan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum...
	Dari fenomena yang terjadi, apabila dikaitkan dengan teori kesadaran hukum mengidentifikasi beberapa hal mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yakni, pertama, pengetahuan hukum, Pengetahuan tentang hukum adalah suatu ilmu yang diperoleh seseora...
	Kedua, pemahaman hukum, Pemahaman hukum berkaitan dengan perasaan dan kesadaran individu dalam merespons hukum yang mereka ketahui.  Dalam hal pembatalan tersebut, sejumlah pelanggan Muslim menyadari bahwa tindakan wanprestasi yang mereka lakukan tida...
	Ketiga, sikap hukum, Setiap masyarakat akan memberikan penghargaan terhadap ketentuan hukum berdasarkan reaksi yang mereka tunjukkan terkait sejauh mana mereka dapat menerima berbagai peraturan hukum yang diterapkan.  Reaksi tersebut bisa berupa penol...
	Keempat, perilaku hukum, Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari bagaimana mereka memandang kepentingan mereka sendiri terkait apa yang dianggap baik dan apa yang sebaiknya dihindari, yang tercermin dalam aturan hukum yang ada.  Beberap...
	Tinjauan sosiologi hukum Islam dalam konteks sewa rental mobil di Queen5 Rentcar terhadap wanprestasi menunjukkan bahwa norma-norma keadilan, kejujuran, dan amanah perlu diinternalisasi dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat, baik pemilik maupu...
	BAB VI
	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:
	1. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamtan Gampengrejo Kabupaten Kediri yaitu meliputi keterlambatan pengembalian kendaraan, pengembalian mobil dalam kondisi rusak, penyalahgun...
	2. Bahwa sebagian besar masyarakat dan santri yang terlibat dalam praktik sewa menyewa mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamtan Gampengrejo Kabupaten Kediri masih memiliki pemahaman hukum yang rendah, khususnya dalam memahami isi perjanjian dan kon...
	B. Saran
	Berdasarkan kesimpulan tersebut. Adapun saran yang diberikan penulis, sebagai berikut:
	1. Pemilik Queen5 Rentcar, diharapkan untuk lebih memperhatikan kejelasan akad sewa menyewa (ijarah) dengan menyusun perjanjian secara tertulis yang mencantumkan secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk sanksi jika terjadi wanprestas...
	2. Para santri pondok maupun masyarakat yang melakukan penyewaan, disarankan untuk meningkatkan kesadaran pribadi terhadap pentingnya memahami isi akad dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian. Kepatuhan terhadap hukum hendaknya tidak hanya...
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